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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar belakang 

Konsep good governance sudah dipakai pada akhir dasa-warsa yang 

lalu untuk dipergunakan dalam reformasi publik. Didalam disiplin atau profesi 

manajemen publik, konsep ini di pandang sebagai suatu aspek dalam 

paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan 

pada peran manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial 

terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan di ciptakan 

pengelolahan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Tata 

kepermerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu konsep yang 

akhir-akhir ini di pergunakan secara reguler di dalam ilmu politik dan 

administrasi publik (administrasi negara). Konsep ini lahir sejalan dengan 

konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi 

rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. 

Berkembanglah kemudian sebuah konsep tata pemerintahan yang diharapkan 

dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan tersebut.  
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Untuk mewujudkan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

diperlukan PNS yang profesional, bertangungjawab, jujur dan adil. Untuk 

mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan pegawai yang terus menerus dan 

berkelanjutan yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kinerja 

individu pegawai sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu diperlukan sistem penilaian kinerja yang dapat diandalkan, dan 

dapat dijadikan dasar untuk penilaian kinerja dan pengembangan prestasi 

pegawai sesuai tujuan organisasi. Dengan demikian, setiap pegawai dapat 

menilai seberapa jauh kinerjanya telah menghasilkan prestasi yang diharapkan 

sesuai tujuan organisasi. 

Dalam penilaian kinerja individu PNS selain memperhatikan tugas 

pokok dan fungsi, juga melakukan penilaian terhadap tugas tambahan yang 

dibebankan kepada individu PNS yang bersangkutan. Dalam hal ini Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Pati memiliki Visi untuk terwujudnya pelayanan 

prima dibidang Pekerjaan Umum yang mendorong kemajuan ekonomi dan 

masyarakat di Kabupaten Pati dengan misi untuk melaksanakan visi tersebut, 

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati adalah 

1. Membina dan mengembangkan kemampuan organisasi dibidang ke PU-

an, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral 

2. Meningkatan mutu pelayanan publik maupun pelayanan perijinan 

dibidang ke PU-an, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral 
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3. Menumbuhkan kemandirian dan kemitraan antara masyarakat, swasta dan 

pemda dibidang ke PU-an, Perumahan, energi dan Sumber Daya Mineral 

dengan memperhatikan wawasan lingkungan 

4. Mendorong terciptanya suatu pembangunan wilayah kota dan pedesaan 

yang saling melengkapi sehingga tercipta lingkungan yang maju, sehat 

dan mendorong perkembangan ekonomi di Kabupaten Pati  

Untuk meraih semua tentu saja kinerja pegawai menjadi bagian 

penting untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.Secara mendasar, 

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari 

perencanaan kinerja, pemantauan/ peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan 

tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Keberhasilan 

organisasi dalam memperbaiki kinerja organisasinya sangat bergantung pada 

kualitas SDM yang ada dalam berkarya atau bekerja sehingga organisasi perlu 

memiliki pegawai yang berkemampuan dan berkinerja tinggi. 

Istilah kinerja sering dikaitkan dengan produktifitas, Tangen (2000) 

menyatakan bahwa banyak orang mengklaim bahwa sesungguhnya 

produktivitas itu merupakan subyek yang lebih luas dari kinerja. Menurut 

Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :  

a) Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.  
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b) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja  

c) Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system). Menurut Kopelman (1988), faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: individual characteristics 

(karakteristik individual), organizational charasteristic (karakteristik 

organisasi), dan work characteristics (karakteristik kerja).  

Lebih lanjut oleh Kopelman dijelaskan bahwa kinerja selain dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karakteristik individu seperti 

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, norma dan nilai. Menurut 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: (1) Kemampuan mereka;(2) 

Motivasi;(3) Dukungan yang diterima;(4) Keberadaan pekerjaan yang mereka 

lakukan; dan (5) Hubungan mereka dengan organisasi(http:idwikipidiaOrg/ 

wiki/kinerja. Data diakses pada tanggal 14 Januari 2014). 

Penilaian prestasi kerja amat penting bagi suatu organisasi. Dengan 

penilaian kinerja suatu organisasi dapat melihat sampai sejauh mana para 

pegawai yang ada dapat menunjang tujuan suatu organisasi. Melalui penilaian 

kinerja, organisasi dapat memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk 

menduduki suatu jabatan tertentu secara obyektif.  Penilaian kinerja juga 

bermanfaat bagi pendidikan dan pengembangan pegawai/karyawan. Selain itu, 
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hasil penilaian kinerja dapat pula digunakan sebagai dasar bagi organisasi 

untuk memberikan kompensasi secara proporsional. Pemberian kompensasi 

secara proporsional yang dimaksud di sini tentu saja dikaitkan dengan 

seberapa besar kontribusi yang diberikan pegawai kepada organisasi. Dengan 

kata lain pemberian penghargaan tidak dilakukan sama rata atau sama besar 

antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, namun diberikan dengan 

memperhitungkan nilai usaha dan kinerja yang dihasilkan oleh setiap 

pegawai.  Model pemberian kompensasi seperti tersebut di atas tentu perlu 

didukung oleh suatu sistem penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam 

pemberian penghargaan dengan demikian pegawai akan mendapatkan 

kompensasi secara proporsional. 

Instrumen penilaian kinerja yang berlaku ini di kalangan PNS pada 

saat ini masih didasarkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang 

lebih dikenal dengan istilah DP-3, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil.  Instrumen ini lebih menekankan penilaian pada 

karakteristik / perilaku kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai, misalnya 

kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan 

kepemimpinan (bagi yang mempunyai bawahan). Sementara itu unsur prestasi 

kerja sekalipun disebutkan sebagai salah satu unsur yang dinilai tidak 

mempunyai kriteria yang jelas, dalam arti tidak ada standar yang dapat  
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dijadikan pegangan dalam menilai seberapa baik seorang pegawai melakukan 

pekerjaannya. Ketiadaan standar yang jelas akan berimplikasi pada kurang 

teridentifikasinya kinerja seorang pegawai sehingga akurasi penilaian yang 

diberikan oleh penilai cenderung kurang tepat.Proses penilaian lebih bersifat 

rahasia sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak 

dikomunikasikan secara terbuka. Atasan langsung sebagai pejabat penilai 

hanya sekedar memberikan nilai tidak memberikan klarifikasi hasil dari 

penilaian dan bagaimana tindak lanjutnya. Atasan langsung cenderung hanya 

sebagai legalitas dari hasil penilaian belum menjadi motivator bagi karyawan 

dapat memperbaiki kinerja yang selama ini dilakukan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah banyak 

yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai dengan 

jalannya reformasi birokrasi yang menekankan pada kinerja. Oleh karena itu 

PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjadi peraturan 

baru yang diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif dan terukur 

untuk setiap pegawai.Peraturan ini lahir karena tuntutan lingkungan strategis, 

pada peraturan lama sudah banyak yang tidak relevan, untuk membuktikan hal 

tersebut maka dilakukan kajian eksisting dan mendengarkan pendapat para 

akademisi dan pakar teori-teori sektor publik, serta melihat contoh dari 
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negara-negara lain dalam hal penilaian sektor publik. Setelah dilakukan kajian 

empiris maka didapat 35% peraturan yang lama masih layak digunakan secara 

regulasi, namun secara implementasi 65% perlu perubahan. Seharusnya setiap 

kegiatan PNS dapat diukur dan berhubungan dengan tupoksinya.“Pembinaan 

PNS saat ini lebih ditekankan kepada prestasi kerja landasannya adalah pasal 

12 dan pasal 20 UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 

dalam RUU ASN lebih tegas lagi dalam pembinaan prestasi PNS,  pasal 20 

untuk usul Kenaikan Pangkat dilakukan penilaian prestasi kerja, SKP sebagai 

pengganti DP3 bersumber pada pasal 20.”  

Berdasarkan uraian tersebut, dan hal-hal yang sudah diungkapkan diatas 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

“IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA DINAS PEKERJAAN 

UMUM KABUPATEN PATI” 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini akan membahas Penilaian Kinerja PNS diukur 

berdasarkan Sasaran Kerja PNS dan Perilaku Kerja berdasarkan PP Nomor 46 

Tahun 2011. Penilaian pada tahun 2014 sebagai responden adalah staf/ 

pegawai pada Subdin SDA & ESDM pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Pati dengan jumlah populasi 36 orang. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah banyak 

yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai 

dengan jalannya reformasi birokrasi yang menekankan pada kinerja.  

2. Nilai-nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekejaan (DP-3) dianggap 

terlalu abstrak untuk diukur secara kuantitas sehingga sulit untuk 

memberikan penilaian secara objektif.  

3. Menyadari  akan adanya kekurangan dan kelemahan DP3 dalam sistem 

penilaian kinerja PNS tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil yang lebih menitik beratkan pada prestasi 

kerja.  

4. Dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai ganti PP 10 Tahun 1979 maka 

diharapkan terjadi peningkatan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk 

membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. 

Pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 

di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PatiTahun 2014 ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi PP 

Nomor 46 Tahun 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati 

Tahun 2014 ? 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji dan menganalisa Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Pati. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.  

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian memberi gambaran tentang Implementasi PP Nomor 46 

Tahun 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati dapat digunakan 

sebagai pembanding di Dinas lain atau instansi yang lain dalam konteks 

Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam Bab II  penelitian ini, menghadirkan paparan singkat mengenai 

manajemen sumber daya manusia, implementasi, kinerja pegawai, sasaran penilaian 

kinerja, penilaian kinerja (DP3), kebijakan penyempurnaan PP Nomor 10 tahun 1979 

dan tahapan implementasi PP Nomor 46 tahun 2011. Untuk melengkapi pengetahuan 

mengenai penelitian yang terkait dengan skripsi ini, saya juga menghadirkan 

sejumlah paparan mengenai sejumlah penelitian yang telah dilakukan, yakni 

penelitian-penelitian yang berkenaan dengan penilaian kinerja. 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam pendapat beberapa ahli, Manajemen diartikan sebagai ilmu dan 

seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 
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lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya 

adalah segala sesuatu yang merupakan assets perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 

empat tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia dan kemampuan 

teknologi. Hal ini penting untuk diketahui, karena akan bias membedakan 

dengan pengertian yang sama dengan pengertian manajemen sumber daya 

manusia, yaitu administrasi kepegawaian atau juga manajemen 

kepegawaian. Berikut ini adalah pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) menurut para ahli:  

a. Melayu SP. Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

b. Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu 

anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut 

desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan personalia, 

pengembangan karyawan, pengeloaan karir, evaluasi kerja, kompensasi 

karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.  

c. Achmad S. Rucky, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam 

proses akusis, pendayagunaan, pengemebangan dan pemeliharaan personil 

yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat 
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pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut 

dalam mencapai tujuan-tujuannya.  

d. Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, 

pengadaan, pengembngan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan 

kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, 

menurut Mutiara S. Panggabaean bahwa, kegiatan di bidang sumber daya 

manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan 

dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi 

pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan 

pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan 

pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja.  

Dengan definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 

menunjukkan demikian pentingnya manajemen sumber daya manusia di 

dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

Seperti apa yang dikemukakan G. Terry dalam bukunya 

“Principle of Management” yangmenyatakan bahwa, fungsi manajemen 

meliputi Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC). Henry 

Fayol menyebutkan bahwa, fungsi manajemen meliputi Planning, 

Organizing, Commanding, Coordinating dan Controllung (POCCC). 
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Luther Gulick mengemukakan fungsi manajemen meliputi Planning, 

Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting 

(POSDCoRB). Dalam manajemen sumber daya manusia beberapa ahli 

seperti Edwin B. Flippo, Dale Yoder, Manullang, Moekijat dan Malayu SP. 

Hasibuan serta Henry Simamora mengemukakan fungsi manajemen 

sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen yang dikemukakan 

di atas, adalah sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

2. Rekrutmen 

3. Seleksi 

4. Dekrutmen 

5. Orientasi, Pelatihan dan Pengembangan 

6.    Evaluasi Kinerja 

7. Kompensasi 

8. Pengintegrasian 

9. Pemeliharaan 

10. Pemberhentian.  

Menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008: 14-15) MSDM 

merupakan penerapan penerapan pendekatan Sumber Daya Manusia 

dimana secara bersama-sama terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, 
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yaitu (1) tujuan untuk perusahaan (2) untuk pegawai. Dua kepentingan 

tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.  

Ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam pendekatan MSDM,  

yaitu : 

a. Pegawai merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan 

dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka 

panjang kedalam perusahaan dalam bentuk produktifitas yang semakin 

besar. 

b. Kebijakan program dan pelaksanaan harus diciptakan dengan 

memuaskan kedua belah pihak, yaitu untuk perusahaan dan kebutuhan 

kepuasasan pegawai. 

c. Lingkungan kerja harus diciptakan dimana karyawan terdorong untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal 

mungkin. 

d. Program dan pelaksanaan MSDM harus dilaksanakan dalam 

kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan 

karyawan. 

Menurut Hasibuan S.P Malayu (2002: 10) Manajemen Sumber daya 

manusia adalah seni dan ilmu yang mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, 

pegawai, dan masyarakat. 
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Perkembangan manajemen sumber daya manusia dalam konteks 

aparatur pemerintah telah mengarah kepada manajemen sumberdaya 

manusia berbasis kompetensi. Pengelolaaan sumberdaya aparatur atau lebih 

dikenal dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil sudah mengarah kepada 

kompetensi. Dimana dalam pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa “untuk 

mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, 

diperlukan PNS yang professional, bertanggungjawab, jujur, dan adil 

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system prestasi kerja 

dan system karier yang ditetapkan pada system prestasi kerja” 

 

 

2.2. Implementasi  

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, 

berasal dari kata kerja “to implement”. Sehubungan dengan kata implementasi 

ini, Pressman dan Wildavsky (1973:xxi) mengemukakan bahwa : 

“implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.” 

Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, 

menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat 

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu 

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.  
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Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan, pertemuan 

kedua kata ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang 

disepakati dulu (http:idwikipidiaOrg/wiki/ Implementasi). Data diakses pada 

tanggal 14 Januari 2014.Browne dan Widavsky (dalam Nurdin dan Usman, 

2004: 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 

2004: 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistim rekayasa. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap fix.  

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, 

sebagaimana pendapat Asep Kartiwa yang menyatakan bahwa : Implementasi 

kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap paling krusial dalam 

pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu policy sudah diputus, policy tersebut 

tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan. Pejabat politik harus 

memikirkan bagaimana memilih dan membuat policy. Mengenai bagaimana 

policy itu dilaksanakan bukan lagi menjadi pemikirannya. Usaha untuk 

melaksanakan policy itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai 

persoalan yang dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan birokrasi dalam hal ini 

sangat strategis. Jadi keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pihak yang 



17 
 

 

paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 

aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya. (Kartiwa, 2012: 

119-120) 

Selanjutnya Anderson (1978:25) mengemukakan mengenai 

implementasi kebijakan, bahwa : “Policy implementation is the application of 

the policy by the government’s administrative machinery to the problem”. 

Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn, Wibawa mengemukakan 

pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut : “Implementasi kebijakan 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara 

individual maupun kelompok yangdimaksudkan untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan” (Wibawa, 1994:15)  

Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a) 

harus berorentasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur 

administrasi negara yang melaksanakan kebijakan, (c) diterima oleh 

masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana 

dikemukakan oleh Saefullah sebagai berikut : Kebijakan publik merupakan 

dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai pemegang mandat dari 

rakyat, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorentasi pada 

kepentingan umum. Oleh karena itu pembuatan kebijakan harus didasarkan 

pada penelitian tentang dunia nyata yang berkembang dalam kehidupan 
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masyarakat umum. Selain itu penelitian inipun dapat memberikan informasi 

untuk melakukan forecasting terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

dihadapi sehingga dapat mempersiapkan antisipasinya.  

Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh 

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan 

dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. 

Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat 

pelaksana dengan masyarakat sasaran. Saling pengertian ini merupakan realisasi 

dari keterikatan antara pembuat kebijakan sebagai pemegang mandat dengan 

publik sebagai pemberi mandat. (Saefullah, 2007:46) 

Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang 

terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi 

kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application. (Jones, 

1984:166)Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa: Implementation is that 

set of activities directed toward putting a program into effect. three activities, 

in particular, are significant : 1.) Organization: the establishment or 

rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into 

effect,2). Interpretation: the translation of program language (often contaned 

in a statute) into acceptable and feasible plans and directives,3.) Application: 
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the routine provision of service, paymens, or other agree upon objectives of 

instruments.  

2.3. Kinerja Pegawai 

Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mengubah keadaan tertentu 

dari suatu alam lingkungan. Perubahan itu ditunjukkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, mempertahankan hidup, dan memelihara hidup yang 

semuanya pada dasarnya adalah memenuhi tujuan hidup. Tujuan hidup melalui 

bekerja meliputi tujuan khusus dan pengelompokan kerja yang menimbulkan 

rasa berprestasi (sense of accomplishment). Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan berbagai kemungkinan seperti standar kerja, 

target atau sasaran atau kiteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai, 2005: 14). 

Hasibuan (2001: 34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas–tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Aktivitas untuk menentukan berhasil tidaknya suatu 

pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan 

keseluruhan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan 

pekerjaan tanpa diikuti oleh penilaian tidaklah dapat diukur dan diketahui besar 

tingkat pencapaian tujuan yang telah dicapai. Tidak mudah mempersiapkan dan 
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melaksanakan pengukuran yang dapat memberikan hasil optimal, mengingat 

banyak hal yang diperkirakan dan dipersiapkan dengan teliti. Penilaian kinerja 

dititik beratkan pada suatu proses pengukuran yang memberi perhatian pada 

tehnik-tehnik penilaian (Rivai; Basri, 2005: 1) 

Dalam suatu pekerjaan, terdapat berbagai tugas yang menjelaskan usaha 

apa dan bagaimana manusia melakukan usaha tersebut untuk mencapai tujuan 

tertentu. Jika ada cukup tugas terkumpul untuk membenarkan dipekerjakannya 

seseorang, maka terciptalah suatu posisi atau jabatan. Penilaian pekerjaan 

adalah suatu aktifitas yang berhubungan mengenai pekerjaan dan tugas, bukan 

mengenai orang. Sedangkan hakikat penilaian pegawai adalah suatu aktifitas 

yang dilakukan berhubungan dengan tentang kecakapan dan prestasi seorang 

pegawai atau pemegang suatu jabatan. 

2.4. Sasaran Penilaian Kinerja 

Lijan Poltak Sinanmbela, dkk (2011: 136), mengemukakan bahwa 

kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan 

kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  

Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam 

melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat 

tersebut, Stephen Robbins mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai 
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hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan 

dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama (Robbins, 1996: 439). Kedua 

konsep diatas menunjukkan bahwa kemampuan kinerja seseorang sangatlah 

perlu, sebab dengan kinerja ini diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang 

dalam melakukan tugasnya.  

Wexley dan Yukl (1977:99), kinerja merupakan implementasi dari 

teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan 

prestasi yang optimal bila ia mendapat manfaat (benefit) dan terdapat adanya 

rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal 

(reasonable). 

2.5. Penilaian Kinerja 

Mondy & Noe (1990:382) mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai suatu 

sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan 

mengevaluasi kinerja pegawai.  Sedangkan Irawan (1997:188) berpendapat 

bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi 

terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang 

obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara 

berkala.  

Penilaian terhadap kinerja juga sering disebut pengukuran kinerja, 

dimana pengukuran tersebut dilakukan dengan mengunakan variabel-variabel 

yang bergantung pada komplesitas faktor-faktor yang membentuk kinerja 
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tersebut. Keban (1995) dalam Jejen Hendra Permana (2000:14) mengatakan 

“bahwa  cakupan atau cara mnukur indikator kinerja sangat menentukan apakah 

suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil kinerjanya. 

Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau 

metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan 

penilaian akhir kinerja.”  

Schuler dan Downing (dalam Keban, 2000:195) mengemukakan 

“kinerja dapat diukur dari (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, (3) kerjasama, 

(4) pengetahuan tentang kerja, (5) kemandirian kerja, (6) kehadiran dan 

ketepatan waktu, (7) pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, (8) 

inisiatif dan penyampaian ide-ide yang sehat, (9) kemampuan supervisi dan 

teknik.” Lebih lanjut Surya Dharma (2005:101) menyebutkan pengukuran 

kinerja pegawai adalah (1) pemahaman pengetahuan, (2) keahlian, (3) 

kepegawaian, (4) perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan baik. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dan bagian 

dari sumber daya manusia tidak lepas dari tuntutan tersebut, sehingga 

dibutuhkan pengembangan dan penyempurnaan sistem kerja dalam menghadapi 

tugas yang semakin berat dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. 

Dharma Setyawan Salam (2002:180), mengemukakan bahwa Pegawai Negeri 

Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan dan pangkat tertentu, diangkat 
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berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, 

dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan secara objektif tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor : 10 

Tahun 1979, penilaian prestasi pekerjaan merupakan proses pada organisasi 

menilai kinerja individual pegawai melalui cara yang disebut Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan PNS dengan mengisi Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3).  

Unsur – unsur yang dinilai dalam DP3 adalah 

1.) Kesetiaan 

1.1.)  Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, 

dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah. 

1.2.)  Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah tekad 

dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan 

sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan 

tanggungjawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus 

dibuktikan dalam sikap dan tingkahlaku sehari-hari serta dalam 

perbuatan dalam melaksanakan tugas. 

1.3.)  Pada umumnya yang dimaksud pengabdian, adalah penyumbang 

pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan 

kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi.  
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1.4.)  Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi 

Negara, dan Abdi Masyarakat waijib setia, taat dan mengabdi 

sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah. 

1.5.)  Pada umumnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian timbul dari 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu 

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, 

melaksanakandan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Haluan 

Negara, Politik, kebijaksanaan dan rencana-rencana pemerintah. 

2.) Prestasi Kerja  

2.1.)  Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

2.2.)  Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil 

antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, 

pengalaman, dan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. 

 

 

3.) Tanggungjawab 
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Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan   

sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko 

atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4.) Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan 

oleh atasan yang berwewenang serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang ditentukan. 

5.) Kejujuran 

Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan 

hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang 

diberikan kepadanya. 

6.) Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan 

sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar-besarnya. 
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7.) Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa 

menunggu perintah dari atasan. 

8.) Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil 

untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara 

maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur 

kepemimpinan hanya dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keatas yang 

memangku jabatan. 

Dalam menentukan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja 

pegawai menurut Peraturan Kepala  Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

tahun 2013, tertanggal 03 Januari 2013 penilaian kinerja PNS terdiri atas unsur 

SKP yaitu (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) waktu, (4) biaya dan Perilaku Kerja 

yaitu (1) orientasi pelayanan, (2) integritas, (3) komitmen, (4) disiplin, (5) 

kerjasama, (6) kepemimpinan. 

Menurut Sumadji (2003:7) mengatakan tujuan penilaian kinerja pegawai 

negeri sipil yaitu  
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a. Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai seorang 

pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

b. Mengidentifikasi faktor – faktor penghambat kinerja, baik yang berasal dari 

individu pegawai negeri sipil maupun unit kerja atau instansinya. 

c. Memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau peningkatan kinerja pegaai 

negeri sipil yang bersangkutan sekaligus penyempurnaan aspek manajemen 

dan organisasi dari unit kerja atau instansi dimana PNS itu bekerja.  

2.6. Kebijakan Penyempurnaan PP Nomor 10 Tahun 1979 

Dalam Pasal 12 dan pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain 

mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk 

menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan 

dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pasal 9 angka 12 dan 

pasal 10 angka 10 PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila 

pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai 25% 

s/d 50 % dikenakan hukuman sedang dan yang SKP nya dibawah 25% 

dikenakan hukuman berat. 

Sistem penilaian kinerja dengan perangkingan nilai seperti DP3, secara 

teori merupakan aplikasi dari metode Graphic Rating Scale (GPR). Metode ini 

termasuk teknik penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu. Pendekatansemacam 

ini, secara umum memiliki kelebihan karena berkaitan dengan data kinerja yang 
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telah dilakukan pegawai, dan oleh karena itu lebih mudah untuk diukur. 

Kelemahannya adalah bahwa kinerja yang telah dilakukan tersebut tidak dapat 

dirubah (Werther dan Davis, 1996). 

Metode self-appraisals merupakan teknik penilaian kinerja yang dilakukan 

sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki untuk 

pelaksanaan kerja di masa mendatang. Cara penilaian seperti ini sangat cocok 

apabila dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan diri pegawai yang 

bersangkutan. Apabila pegawai menilai diri sendiri, sikap mempertahankan diri 

yang umumnya ditunjukkan pada saat penilaian dilakukan oleh atasan tidak akan 

muncul, dan sebaliknya upaya untuk menganalisis potensi diri dan 

mengembangkannya akan lebih terlihat.  

Disamping itu, hasil self-appraisals juga berguna bagi lembaga untuk 

mengetahui area kelemahan kopetensi pegawai dalam proses analisis kebutuhan 

Diklat. Manfaat paling menonjol dari metode ini adalah keterlibatan pegawai 

dalam proses penilaian dan komitmen mereka terhadap proses pengembangan (Yu 

dan Murphy, 1993, London dan Wohlers, 1991, Campbell dan Lee, 1998) 

Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan 

tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan 

mendayagunakan perilaku kerja produktif. 

2.7. Tahapan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 

A. Secara umum tahapan Implementasi PP No. 46 Tahun 2011 sebagai berikut 
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1. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan 

Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan 

adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. 

Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas 

dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 

2. Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 tersebut, Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi 

kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk 

bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja 

organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan 

kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan 

dengan : 

a. Bidang Pekerjaan. 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan 
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kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, 

serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam 

organisasi (job design). 

 

 

b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan. 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan 

penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan 

kompetensi dan prestasi kerjanya. 

c. Bidang Pengembangan. 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan 

pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri 

Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program diklat 

organisasi. 

d. Bidang Penghargaan. 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan 

berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
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atau tunjangan prestasi kerja, promosi atau kompensasi lainnya 

(performance related pay). 

3. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik 

penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja 

Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah 

direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. 

4. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan 

sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk 

mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas 

kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja 

yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan 

dan secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil 

yang dinilai.  

5. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar 

penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian 

Sasaran Kerja Pegawai. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara 

sistemik menggabungkan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai 

dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam 
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perilaku kerja produktif, hasilnya direkomendasikan untuk dasar 

pertimbangan tindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai.  

B. Tujuan pembuatan Panduan Penyusunan dan Penialaian SKP adalah 

1. Sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai 

dalam menyusun SKP sesuai dengan bidang tugas jabatannya. 

2. Agar setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dapat menyusun 

SKP sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat 

mengetahui capaian SKP-nya. 

C. Pengertian beberapa hal pokok yang terkandung dalam PP No. 46 Tahun 

2011 adalah sebagai berikut 

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 

2. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai 

Negeri Sipil pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja 

Pegawai dan perilaku kerja. 

3. Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi seorang Pegawai Negeri 

Sipil terhadap lingkungan kerjanya. 
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4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai , yang 

disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan 

pegawai. 

5. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap 

pelaksanaan Tugas Jabatan. 

6. Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil. 

7. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan 

dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. 

8. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang 

dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat 

lain yang ditentukan. 

9. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.  

10. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Penilaian Prestasi Kerja dilakukan berdasar prinsip  : 

a) Objektif adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau 

penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai ; 
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b) Terukur adalah penilain prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif 

dan kulitatif ; 

c) Akuntabel adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang ; 

d) Partisipatif adalah seluruh proses penilaian prsetasi kerja dengan 

melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai ; 

e) Transparan adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja 

bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

Penilaian Prestasi Kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian 

Sasaran Kerja PNS dengan Penilaian Kerja. Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari 

dua unsur : 

a) Sasaran Kerja Pegawai, adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.  

b) Perilaku Kerja adalah  setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bobot nilai unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 % 

Penilaian SKP meliputi aspek-aspek sebagai berikut :  

1) Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai ;  

2) Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai ; 
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3) Waktu adalah ukuran lamanya proses setipa hasil kerja yang dicapai; 

4) Biaya, adalah besara jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja. 

Penilaian perilaku kerja meliputi : 

a. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku PNS dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, 

atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait,dan/atau intansi lain ; 

b. Integritas adalah kemampuan untuk bertidak sesuai dengan nilai, norma 

dan etika dalam organisasi ; 

c. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap 

dan tindakan PNS untuk mewujudkan tuuan organisasi dengan 

mengutamakan kepentigan dinas daripada kepentingan diri sendiri, 

seorang, dan/atau golongan ; 

d. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ; 

e. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja 

sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta 

instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang 

ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya ; 
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f. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi 

dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 

 

 

 

 

 

 

SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perka BKN No. 1 Tahun 2013 

2.8. Kerangka Pemikiran Penelitian 

OBYEKTIF 
TERUKUR
AKUNTABEL
PARTISIPATIF
TRANSPARAN

POTENSI 
PNS

PRESTASI       
KERJA PNS

PERILAKU 
KERJA PNS

SKP

PENGAMATAN

KONTRAK KERJA

ASPEK :
* ORIENTASI PELAYANAN
* INTEGRITAS
* KOMITMEN
* DISIPLIN
* KERJASAMA
* KEPEMIMPINAN

ASPEK :
* KUANTITAS
* KUALITAS
* WAKTU
* BIAYA

BOBOT 60 % 

BOBOT 40 %                                         

KINERJA 
PNS

MINAT BAKAT 
PNS

PSIKO TEST 
ASSESMENT 

CENTER

REKOMENDASI
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah banyak 

yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai dengan 

jalannya reformasi birokrasi yang menekankan pada kinerja. Oleh karena itu 

PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjadi peraturan 

baru yang diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif dan terukur 

untuk setiap pegawai. Peraturan ini lahir karena tuntutan lingkungan strategis. 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati sebagai salah satu institus negara 

berkewajiban untuk melaksanakan peraturan yang baru guna mendukung 

program pemerintah dalam pembaharuan sistim administrasi negara. Adapun 

PP 46 Tahun 2011 secara resmi berlaku mulai tanggal 01 Januari 2014. Setiap 

pegawai negeri sipil diwajibkan membuat SKP yang kemudian disetujui oleh 

atasan langsung sebagai kontrak kerja.  Berdasarkan uraian diatas maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan 
Pegawai 

PP 46 Tahun 

2011 

 

Implementasi  

Sasaran Kerja 

Pegawai  

 

Kendala 
 

 

Saran 
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Sumber : Perka BKN No. 1 Tahun 2013 

 

2.9. Beberapa Penelitian terdahulu 

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai 

sebagai acuan dalam melakukan penelitia terkait Implementasi PP Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilai Kinerja Pegawai. 

Kontrak 
Kinerja 

Prestasi  
Kerja 

Perilaku 

Kerja 
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Tabel 2.9 

Jurnal Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Drs. Kuspriyomurdono, M.Si Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil 

1. Proses penilaian prestasi kerja PNS 

cenderung terjebak ke dalam proses 

formalitas. 

2. DP-3 PNS secara subtantif tidak dapat 

digunakan sebagai penilaian dan 

pengukuran seberapa besar produktivitas 

dan kontribusi PNS terhadap organisasi. 

3. Penilaian DP3-PNS lebih berorientasi pada 

penilain kepribadian dan perilaku terfokus 

pada pembetukan karakter individu belum 

terfokus pada kinerja. 
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Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

  4. Proses penilaian bersifat rahasia. 

5. Pengukuran dan penilaian kinerja tidak 

didasarkan pada target gol (kinerja yang 

diharapkan) 

6. Atasan langsung sebagai pejabat penilai 

hanya sekedar menilai belum/tidak memberi 

klarifikasi. 

7. Atasan pejabat penilai hanya sebagai 

legalitas hasil penilaian belum berfungsi 

sebagai motivator dan evaluator untuk 

mengevaluasi seberapa efektif dan konsisten 

pejabat penilai dalam melaksanakan proses 

penilaian. 
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Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Mahmun Syarif Nasution Pendekatan Baru dalam Penilaian 

Kinerja PNS 

Penilaian kinerja PNS dengan pendekatan DP-3 

sudah dicabut karena sudah tidak relevan lagi 

dengan perkembangan keadaan dan 

pengembangan karier PNS. Pemerintah telah 

menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tetang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

1. LestiyaGustiana Hubungan Hasil Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

dengan Kinerja Pegawai pada 

Kantor Unit Pelayanan Pegawai 

Teknis (UPT) Puskesmas Kujang 

Pemerintah kini telah mengadakan perubahan 

yang mendorong pada sikap dan perilaku 

pegawai ke arah hasil kerja yang lebih baik. 

Perhatian pemerintah tersebut ditopang dengan 

penciptaan kinerja pegawai yang diarahkan 

pada peningkatan prestasi kerja hingga  

tercapai tujuan organisasi yang efektif &efisien 
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Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Akhyar Efendi dkk Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

yang Efektif 

Permasalahan yang terdapat dalam manajemen 

PNS selama ini sangat kompleks dan terdapat 

pada semua rantai pembinaan PNS, baik pada 

sistem/peraturan perundang-undangan, 

kelembagaan maupun sumber daya 

manusianya. Peraturan perundang-undangan 

yang ada dewasa ini sudah tidak relevan lagi 

dengan tuntutan kondisi sekarang.Manajemen 

dan urusan kepegawaian tumpang tindih 

sehingga diperlukan pembaharuan di semua 

lini. 
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Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Merry Polina Tirie Efetivitas Penerapan Disiplin PNS 

Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pelayanan di Kantor Kecamatan 

Tomohon Utara. 

1. Tingkat efektivitas pelayanan pemerintah 

pada masyarakat masih belum baik dan 

belum mengenai sasaran. 

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang 

ada. 

1. Mohammad Taufiq Hidayanto 

2. M. Wahyudin 

Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Kator Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Purwodadi 

Terdapat pengaruh yag signifikan antara faktor 

kualitas pekerjaan, faktor supervisi, faktor 

kehadiran dan faktor konservasi terhadap 

prestasi kerja. 

Kualitas pekerjaan mempuyai pengaruh paling 

dominan terhadap prestasi kerja pegawai 

dibanding dengan faktor-faktor yang lain 

sebesar (98,1 %). 
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Nama Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Dwi Ari Wibawa, SIP, MM Upaya Perbaikan Pelaksanaan 

Pengukuran Kinerja Model 

Penilaian DP3 pada Organisasi di 

Lingkungan Pemerintah. 

Pelaksanaan penilain kinerja dilingkungan 

pemerintah dengan model DP-3 saat ini tidak 

memberikan motivasi kepada pegawai untuk 

berbuat baik dalam tujuan organisasi. Dalam 

hal ini penulis mencoba mengusulkan Program 

Pelatihan Penilain Penunjang DP-3. Dengan 

program penunjang tersebut penulis 

mengharapkan DP-3 tidak hanya sebatas 

formalitas penilaian kinerja, tetapi memberikan 

manfaat berupa umpan balik bagi pencerahan 

dan pengembangan sumber daya manusia 

dimasa mendatang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian kinerja sektor publik merupakan kegiatan pengumpulan, 

pencatatan dan analisis data secara sistematik dan objektif mengenai kinerja 

sektor publik untuk membantu dan pembuata keputusan-keputusan pemangku 

kepentingan. Penelitian kinerja sektor publik diharapkan dapat menghasilkan 

informasi tentang kinerja pemerintah (birokrat) secara objektif sehingga 

mengurangi ketidakpastian dan membantu dalam memfokuskan pengambilan 

keputusan (Lijan poltak, (2012:185). 

Rancangan penelitian dalam penelitian sosial umumnya terbagi menjadi 

tiga yaitu eksploratori (explorative research), penelitian deskriptif (deskriptive 

research) dan penelitian eksplanatori (explanatory research). Dalam hal ini 

penelitian mengunakan deskriptif. Menurut Whinley (1960), metode deskriptif 

adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat. Dalam penelitian 

deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam hal ini 

peneliti bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 
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3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Pati Jalan Panglima Sudirman No. 66 Pati. Adapun yang 

dilibatkan sebagi responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati pada Bidang 

Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer  Data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis yaitu data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan pengumpulan kuesioner) dan sumber data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (jurnal, buku dan sumber lain yang relevan). 

Kuesioner disusun dengan skala ordinal yang berpedoman pada 

Likert Summated Rating. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 

seluruh PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati Bidang 

Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral (36 orang). Data 

sekunder yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumen Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 3 (tiga) tahun terakhir  (2011 s/d 2013) dan 
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Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2014 (sampai dengan 

bulan Juni 2014). 

 

3.4. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ 

subyek yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda 

alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

subyek/obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu Sugiyono, 2010 : 389-390). 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan populasi sebanyak 36 orang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bidang Sumber Daya Air dan Energi, 

Sumber Daya Mineral. 

3.5. Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode survey yaitu peneliti mengambil data dengan 

interview (wawancara), kuesioner (angket) dan observasi. Dalam 

penelitian ini peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner 

dan wawancara sebagai alat pengumpulan data utama. Data yang  

diperoleh peneliti adalah data yang mencerminkan gambaran dari suatu 
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keadaan pada suatu saat tertentu yaitu pada tahun 2011 s/d 2013 untuk 

penilaian kinerja PNS (DP-3) dan Tahun 2014 untuk penilaian prestasi 

kerja PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati Bidang Sumber 

Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral. 

3.6. Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data 

tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai 

mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu 

barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih 

sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses 

ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu 

keterangan  yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut 

juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar 

kajian. Untuk mengolah data atas penelitian Implementasi PP Nomor 46 

Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : 

1) Editing 

Proses ini merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan 

kebenaran jawaban responden yang didapatkan melalui pertanyaan 

atau kuesioner, sehingga data yang masuk sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 
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2) Coding 

Proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban dari 

kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama. 

3) Skoring 

Kegiatan pemberian nilai atau bobot yang berupa angka atas semua 

jawaban responden untuk memperoleh data kuanlitatif yang 

diperlukan dalam pengujian hipotesis.  Skor yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan skala Likert. Adapun pemberian skor 

untuk pertanyaan dengan adalah sebagai berikut : 

a. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju), mendapat skor (1) 

b. Jawaban TS (Tidak Setuju), mendapat skor (2) 

c. Jawaban N ( Netral), mendapat skor(3) 

d. Jawaban S (Setuju), mendapat skor (4) 

e. Jawaban SS (Sangat Setuju), mendapat skor (5) 

4) Tabulating 

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yag dilakukan 

dengan cara memasukkan data kedalam tabel atau dapat dikatakan 

bahwa tabulasi data adalah menyajikan data dalam bentuk tabel atau 

daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi.Hasil 

tabulasi data ini menjadi gambaran tentang hasil penelitian. 
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Menganalisis Data Kuesioner 

1. Analisis frekuensi/crosstab 

Data-data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan harus 

disusun atau diatur lebih lanjut agar mudah dipahami oleh para 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan atau berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Agar data tersebut bisa 

dipahami, maka perlu disusun secara berurutan menurut distribusi 

frekuensinya. Setelah dilakukan distribusi frekuensi, kemudian 

disusun dan disajikan ke dalam distribusi relatif (distribusi 

persentase). Setelah diketahui frekuensi mutlak dan frekuensi 

relatif, dapat disertakan frekuensi kumulatifnya masing-masing. 

Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari kategori data 

tertentu ditambah dengan jumlah frekuensi kategorikategori data 

sebelumnya. Pada Proses distr ibusi frekuensi menyusun 

data secara sistematik dalam berbagai macam klasifikasi, 

tanpa mengurangi informasi yang ada pada data aslinya. 

Analisis crosstab adalah suatu metode analisis berbentuk 

tabel, dimana menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah 

ada korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Singkatnya, analisis crosstab merupakan metode untuk 
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mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu 

matriks. Tabel yang dianalisis di sini adalah hubungan antara 

variabel dalam baris dengan variabel dalam kolom.  

Crosstabs (Tabulasi Silang) merupakan metode untuk 

mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu 

matriks.  Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel 

dengan variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Crosstabs 

ini mudah dipahami karena menyilangkan dua variabel dalam satu 

tabel. 

2. Uji Beda t-test 

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan dua sampel 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji 

t-test digunlakukan dengan cara membandingkan antara dua nilai 

rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua 

sampel. Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi 

secara normal. Dapat disimpulkan bahwa uji t-test adalah 

membandingkan rata-rata 2 (dua) grup yang tidak berhubungan 

satu dengan yang lainnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum DPU Kabupaten Pati 

4.1.1. Profil DPU Kabupaten Pati 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati merupakan salah satu 

SKPD yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur yang 

sejauh ini telah berusaha untuk ikut berperan dalam upaya antisipasi 

berbagai permasalahan umumnya melalui pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur demi terwujudnya Visi Kabupaten Pati yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati beralamat di 

Jalan Panglima Sudirman No. 66. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 32 Tahun 2008, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempuyai tugas 
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pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. 

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Pati dibagi menjadi 5 (lima) Bidang terdiri dari Bidang Tata 

Kota dan Perdesaan, Bidang Cipta Karyaan dan Perumahan, Bidang 

Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber 

daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral ; 6 (enam) Unit Pelaksana 

Tugas (UPT) terdiri dari UPT Wilayah Pati, UPT Wilayah Juwana, UPT 

Wilayah Jakenan, UPT Wilayah Tayu, UPT Wilayah Kayen, UPT 

Pemadam Kebakaran; dan Kesekretariatan. Jumlah pegawai yang 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2013 sebanyak 

513 orang. 

4.1.2. Visi dan Misi DPU Kabupaten Pati 

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati adalah untuk 

terwujudnya pelayanan prima dibidang Pekerjaan Umum yang 

mendorong kemajuan ekonomi dan masyarakat di Kabupaten Pati 

dengan misi untuk melaksanakan visi tersebut.  

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati adalah 

1. Membina dan mengembangkan kemampuan organisasi dibidang ke 

PU-an, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral 
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2. Meningkatan mutu pelayanan publik maupun pelayanan perijinan 

dibidang ke PU-an, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral 

3. Menumbuhkan kemandirian dan kemitraan antara masyarakat, 

swasta dan pemda dibidang ke PU-an, Perumahan, energi dan 

Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan wawasan lingkungan 

4. Mendorong terciptanya suatu pembangunan wilayah kota dan 

pedesaan yang saling melengkapi sehingga tercipta lingkungan 

yang maju, sehat dan mendorong perkembangan ekonomi di 

Kabupaten Pati  

 

4.1.3. Struktur Organisasi 
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4.2. Penyajian Data 
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati 

pada Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Tabel 4 

Tabel  Jumlah Pegawai di DPU Kabupaten Pati 

Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 

  

No 

  

Bidang SDA & ESDM 

  

Jumlah 

(orang) 

1 Kabid SDA & ESDM 1 

2 Seksi Bina Manfaat 15 

3 Seksi Pembangunan Pengairan 14 

4 Seksi ESDM 11 

Total 36 

Sumber data kepegawaian DPU Kab. Pati, 2014 

Pada tabel 4.1 jumlah responden yang memenuhi syarat  setelah 

dikelompokkan menurut kriteria atau syarat yang ditentukan yaitu seluruh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber 

Daya Mineral  sebanyak 36 orang pegawai. 

 

4.2.1 Diskipsi Umum Responden 

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif terhadap 

penelitian, berikut ini dideskripsikan mengenai data responden sebagai 

unit analisis. Pendeskripsian ini menjadi penting sebagai informasi awal 

untuk menilai apakah karakteristik responden mampu mewakili populasi, 
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atau dengan kata lain apakah informasi yang diberikan oleh responden 

dengan karakteristiknya dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan 

dari sejumlah variabel penelitian. Secara umum alat analisis yang 

digunakan atas data-data dari karakterisitik responden ini adalah central 

tendency (analisis gejala pusat) dengan mengukur mean, median, modus, 

minimum serta maksimum data. Sebagaimana dipaparkan pada bagian 

metode penelitian, maka dibawah ini akan disajikan deskripsi dan analisis 

karakter responden di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati Bidang 

Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral. 

a. Deskripsi Golongan Responden 

Responden penelitian yang digolongkan menurut kategori 

Golongan menggambarkan komposisi Golongan  responden penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden berdasarkan Golongan 

Golongan Frekuensi 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

Gol 2 

Gol 3 

15 

21 

41,7 

58,3 

Jumlah 36 100,00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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Dari pemaparan data di atas, dapat diketahui golongan responden 

terbanyak adalah Golongan III  sebanyak 21 orang (58,3 %) dan 

Golongan II  sebanyak 15 orang  (41,7 %) 

b. Deskripsi Masa Kerja Responden 

 Responden penelitian yang digolongkan menurut kategori 

masa kerja menggambarkan komposisi masa kerja  responden 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden berdasarkan Masa Kerja  

Masa Kerja 

(Tahun) 

Frekuensi 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

0 s/d 10 

11 s/d 15 

16 s/d 20 

> 21 

17 

1 

4 

14 

47,2 

2,8 

11,1 

38,9 

Jumlah 36 100,00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari pemaparan data di atas, dapat diketahui masa kerja 

responden terbanyak adalah yang mempuyai masa kerja 0 s/d 10 tahun 

yaitu sebanyak 17 orang (47,2 %) disusul yang bermasa kerja lebih 

dari 21 tahun sebanyak 14 orang (38,90 %),  selanjutnya adalah yang 



59 
 

 

bermasa kerja 16 sd/ 20 tahun sebanyak 4 orang (11,1 %) dan yang 

terakhir yang bermasa kerja 11 s/d 15 tahun sebanyak 1 orang  (2,8 %) 

c. Deskripsi Pendidikan Responden 

Responden penelitian yang digolongkan menurut kategori 

pendidikan responden menggambarkan komposisi pendidikan 

responden penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

SMP 

SMA 

Diploma (D.3) 

Sarjana 

Pasca Sarjana 

2 

16 

1 

15 

2 

5,6 

44,4 

2,8 

41,7 

5,6 

Jumlah 36 100,00 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari pemaparan data di atas, dapat diketahui tingkat 

pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 16 orang (44,6 %) disusul 

yang berpendidikan sarjana 15 orang (41,7 %), Pasca sarjana 2 orang 

(5,6) yang berpendidikan SMP 2 orang (5,6) dan yang paling sedikit 

berpendidikan Diploma/D3 sebanyak 1 orang (2,8 %). Dengan tingkat 
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pendidikan responden yang cukup tentunya turut mendukung 

memberikan informasi yang akurat, objektif, dan kredibel terkait 

permasalahan penelitian.  

4.2.2 Diskipsi Variabel 

Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah 

sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan 

menggunakan variabel, kita akan memperoleh lebih mudah memahami 

permasalahan. Hal ini dikarenakan kita seolah-olah seudah mendapatkan 

jawabannya. Biasanya bentuk soal yang menggunakan teknik ini adalah 

soal counting (menghitung) atau menentukan suatu bilangan. Hasil 

deskripsi variabel disini memperlihatkan ukuran-ukuran statistik tertentu 

diantaranya adalah nilai rata-rata (mean), nilai yang paling sering muncul, 

nilai minimum dan maksimum. 

 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Analisis Data Penilaian DP-3 Responden Tahun 2011 s/d 2013 

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data penilaian kinerja PNS              

(DP-3) Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya 

Mineral,berikut adalah data penilaian responden dari tahun 2011 s/d 2013. 

Tabel 4.4 
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RESPONDEN 
PENILAIAN DP3 

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

1 80,50 82,50 83,00 

2 80,14 80,71 82,71 

RESPONDEN 
PENILAIAN DP3 

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

3 82,00 82,29 82,29 

4 82,14 82,29 82,29 

5 81,43 81,43 81,43 

6 81,57 82,14 82,14 

7 81,57 82,14 82,14 

8 81,57 82,14 82,14 

9 81,71 82,43 82,43 

10 83,00 83,00 83,00 

11 80,71 81,43 81,43 

12 79,86 78,14 80,71 

13 80,57 81,29 81,29 

14 82,14 82,14 82,14 

15 81,14 81,57 81,57 

16 81,90 81,57 81,57 

17 82,29 82,43 82,86 



62 
 

 

18 81,71 82,00 82,43 

19 77,57 77,71 77,71 

20 82,86 83,00 83,00 

21 81,57 81,86 81,86 

 

RESPONDEN 
PENILAIAN DP3 

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

22 80,00 80,29 81,00 

23 81,14 81,29 81,43 

24 80,86 81,00 81,14 

25 81,14 81,29 81,29 

26 80,71 80,71 80,86 

27 78,57 78,86 79,14 

28 82,29 82,50 82,25 

29 81,57 81,57 81,86 

30 81,29 81,29 81,29 

31 81,43 81,43 81,57 

32 78,57 78,71 78,71 

33 81,57 81,57 81,57 

34 80,86 80,86 80,86 
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35 80,86 80,86 80,86 

36 79,71 79,71 80,00 

Rata-Rata 81,07 81,28 81,50 

Max 83,00 83,00 83,00 

Min 77,57 77,71 77,71 

Median 81,36 81,50 81,57 

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 1 

Dari Grafik 1 diatas dapat diketahui bahwa Nilai rata-rata hasil 

penilaian DP3 Tahun 2011 adalah 81,07 ; Nilai rata-rata hasil penilaian 

DP3 Tahun 2012 adalah 81,28 ; Nilai rata-rata hasil penilaian DP3 Tahun 

2011 adalah 81,05 untuk nilai Maximum pada Tahun 2011 s/d 2013 tetap 

TAHUN 2011; 
RATA -RATA;  

81,07000  

TAHUN 2011; 
MAX;  83,000  

TAHUN 2011; 
MIN;  77,57000  

TAHUN 2011; 
MEDIAN;  
81,36000  

TAHUN 2012; 
RATA -RATA;  

81,28194  

TAHUN 2012; 
MAX;  83,000  

TAHUN 2012; 
MIN;  77,71000  

TAHUN 2012; 
MEDIAN;  
81,5000  

TAHUN 2013; 
RATA -RATA;  

81,49917  

TAHUN 2013; 
MAX;  83,000  

TAHUN 2013; 
MIN;  77,71000  

TAHUN 2013; 
MEDIAN;  
81,57000  

RATA -RATA MAX MIN MEDIAN

TAHUN 2013 81,49917 83,000 77,71000 81,57000

TAHUN 2012 81,28194 83,000 77,71000 81,5000

TAHUN 2011 81,07000 83,000 77,57000 81,36000

DAFTAR PENILAIAN DP3 TAHUN 2011 s/d 2013 
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yaitu 83,00; untuk nilai minimum terdapat kenaikan yaitu dari 77,57 

menjadi 77,71.  

 

 

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 2 

Dari Grafik 2 diatas dapat diketahui bahwa Nilai rata-rata hasil 

penilaian DP3 berdasarkan kriteria golongan dari Tahun 2011 s/d 2013 

selalu mengalami peningkatan. Hasil penilaian DP3 Golongan 2 lebih 

tinggi dibandingkan golongan 3.  
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Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 3 

Dari Grafik 3 diatas dapat diketahui bahwa Nilai rata-rata hasil 

penilaian DP3 berdasarkan kriteria tingkat pendidikan dari Tahun 2011 

s/d 2013 tertinggi adalah pada pegawai yang berpendidikan pasca sarjana 

yang kedua adalah berpendidikan sarjana.  
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Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 4 

Dari Grafik 4 diatas dapat diketahui bahwa Nilai rata-rata tertinggi 

hasil penilaian DP3 berdasarkan kriteria masa kerja pegawai dari Tahun 

2011 s/d 2013 adalah pegawai yang bermasa kerja 11 s/d 15 tahun. Secara 

umum dilihat dari masa kerja tiap tahun cenderung mengalami 

peningkatan. 

 

 

4.3.2. Analisis Data Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2014 (sampai dengan 

bulan Juni 2014)  

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 5 

GOL 2 GOL 3

TAHUN 2014 80,37 81,14
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Berdasarkan grafik 5 diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian 

prestasi kerja PNS nilai rata-rata tertinggi golongan 3 (81,12) lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang PNS yang golongan 2 (80,33) 

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 6 

Berdasarkan grafik 6 diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian 

prestasi kerja PNS berdasarkan masa kerja nilai rata–rata tertinggi 

diperoleh oleh pegawai yang memiliki masa kerja 11 s/d 15 tahun (81,72), 

disusul yang bermasa kerja lebih dari 20 tahun (81,14), selanjutnya 

pegawai yang  bermasa kerja 0 s/d 10 tahun dan yang terakhir yang 

bermasa kerja 16 s/d 20 tahun. 

0 s/d 10 Th.
11 s/d 15

Th.
16 s/d 20

Th.
> 21 Th.

TAHUN 2014 80,55 81,72 80,49 81,12

 79,50
 80,00
 80,50
 81,00
 81,50
 82,00

N
IL

A
I 

HASIL PENILAIAN BERDASAR 
KARAKTERISTIK MASA KERJA 
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Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 7 

Berdasarkan grafik 7 diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian 

prestasi kerja PNS berdasarkan pendidikan nilai rata-rata tertinggi 

diperoleh pegawai yang berpendidikan pasca sarjana (81,90) dan yang 

mendapat nilai rata-rata terendah diperoleh pegawai berpendidikan    

SMP (80,18) 

4.3.3. Analisis Data Responden Hasil Kuesioner 

Berikut adalah data responden penelitian implementasi PP Nomor 46 

Tahun 2011 berdasarkan Karekteristik Golongan, Masa Kerja dan 

Pendidikan. 

Responden Kode Keterangan Jumlah 

SMP SMA
DIPLOMA

/D.3
SARJANA

PASCA
SARJANA

TAHUN 2014 80,18 80,65 80,56 80,90 81,90
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Golongan 1 

2 

3 

4 

Golongan I 

Golongan II 

Golongan III 

Golongan IV 

- 

15 org 

21 org 

- 

Masa Kerja 1 

2 

3 

4 

0 s/d 10 Tahun 

11 s/d 15 Tahun 

16 s/d 20 Tahun 

> 21 Tahun 

17 org 

2 org 

4 org 

14 org 

Pendidikan 1 

2 

3 

4 

5 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

Pasca Sarjana 

2 org 

16 org 

2 org 

15 org 

2 org 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

4.3.3.1. Analisis Kuisioner Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang 

pelaksanaan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 peneliti 

melemparkan masing  9 (sembilan) pertanyaan kepada 

responden (36 orang) dan 9 (sembilan) pertanyaan kepada 

atasan langsung ( 4 orang terdiri dari 3 kepala seksi dan 1 

kepala bidang). Dalam hal ini peneliti menggali informasi 

responden tentang pelaksanaan Implementasi PP Nomor 46 

Tahun 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati 
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Bidang Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral, 

pengetahuan responden tentang indikator-indikator penilaian 

penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, berikut adalah 

tabel penelitian Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 

terhadap 36 responden pada Bidang Sumber Daya Air dan 

Energi, Sumber Daya Mineral.   

1.) Hasil analisis responden berdasar pertanyaan kepada responden 

apakah dalam penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sering 

berkomunikasi dengan atasan (pimpinan) untuk mendapat 

persetujuan adalah seperti tabel dibawah ini 

f % f % f %

Sangat sering 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sering 0 8,33 3 5,56 2 13,89

Cukup sering 2 44,45 16 36,10 13 80,55

Jarang 13 5,56 2 5,56 0 11,12

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 15 41,67 21 58,33 15 105,56

Total

Tabel 4.5.1

Menurut Karakteristik Golongan

Kategori
Golongan 2 Golongan 3

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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f % f % f % f % f %

Sangat sering 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sering 0 0,00 1 2,78 1 2,78 3 8,33 5 13,89

Cukup sering 15 41,67 1 2,78 3 8,33 10 27,78 29 80,56

Jarang 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,56

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 17 47,22 2 5,56 4 11,11 13 36,11 36 100,00

Masa Kerja                                               

11 s/d 15 Th
Total

Tabel 4.5.2

Menurut Karakteristik Masa Kerja

Masa Kerja                                               

16 s/d 20 Th

Masa Kerja                                               

> 21 ThKategori

Masa Kerja                                               

0 s/d 10 Th

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

f % f % f % f % f % f %

Sangat sering 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sering 2 5,56 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 13,89

Cukup sering 0 0,00 13 36,11 1 2,78 15 41,67 0 0,00 29 80,56

Jarang 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,56 2 5,56

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 2 5,56 16 44,44 1 2,78 15 41,67 2 5,56 36 100,00

PASCA SARJANA
Kategori

SMP SMA DIPLOMA/D.3 SARJANA Total

Tabel 4.5.3

Menurut Karakteristik Pendidikan

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari tabel diatas diatas diketahui frekuensi seberapa sering pegawai 

berkomunikasi dengan atasan dalam menyusun saaran kerja pegawai 

(SKP)  adalah  

a) Berdasar karakteristik golongan (tabel 4.5.1) dapat diketahui 

bahwa responden golongan 3 sebanyak 16 orang (44,45 %) 
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menyatakan cukup sering berkomunikasi dengan atasan dalam 

menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  

b) Menurut karakteristik masa kerja (tabel 4.5.2) dapat diketahui 

bahwa responden bermasa kerja 0 s/d 10 tahun sebanyak 15 

orang (41,67 %) menyatakan cukup sering berkomunikasi dengan 

atasan dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  

c) Atas dasar karakteristik masa kerja (tabel 4.5.3) dapat diketahui 

bahwa responden berpendidikan  sarjana sebanyak 15 orang 

(41,67 %) menyatakan cukup sering berkomunikasi dengan atasan 

dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

2.) Hasil analisis responden berdasar pertanyaan kepada responden apakah 

anda puas dengan hasil penilaian prestasi kerja (sesuai dengan PP No. 

46 tahun 2011) adalah seperti tabel dibawah ini 

f % f % f %

Sangat puas 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Puas 12 33,33 12 33,33 24 66,67

Cukup puas 1 2,78 8 22,22 9 25,00

Tidak puas 2 5,56 1 2,78 3 8,33

Sangat tidak puas 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 15 41,67 21 58,33 36 100,00

Total

Tabel 4.6.1

Menurut Karakteristik Golongan

Kategori
Golongan 2 Golongan 3

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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f % f % f % f % f %

Sangat puas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Puas 16 44,44 0 0,00 1 2,78 2 5,56 19 52,78

Cukup puas 1 2,78 1 2,78 0 0,00 4 11,11 6 16,67

Tidak puas 0 0,00 1 2,78 3 8,33 6 16,67 10 27,78

Sangat tidak puas 0 0,00 0 0,00 1 2,78 0 0,00 1 2,78

Jumlah 17 47,22 2 5,56 5 13,89 12 33,33 36 100,00

Masa Kerja                                               

11 s/d 15 Th
Total

Tabel 4.6.2

Menurut Karakteristik Masa Kerja

Masa Kerja                                               

16 s/d 20 Th

Masa Kerja                                               

> 21 ThKategori

Masa Kerja                                               

0 s/d 10 Th

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

f % f % f % f % f % f %

Saqngat puas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Puas 2 5,56 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33

Cukup puas 0 0,00 5 13,89 0 0,00 4 11,11 0 0,00 9 25,00

Tidak puas 0 0,00 10 27,78 1 2,78 11 30,56 2 5,56 24 66,67

Sangat tidak puas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 2 5,56 16 44,44 1 2,78 15 41,67 2 5,56 36 100,00

PASCA SARJANA
Kategori

SMP SMA DIPLOMA/D.3 SARJANA Total

Tabel 4.6.3

Menurut Karakteristik Pendidikan

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari tabel diatas diatas diketahui frekuensi kepuasan responden atas 

penilaian prestasi kerja PNS yang diberikan oleh atasan  adalah :                    

a. Berdasar karakteristik golongan (tabel 4.6.1) dapat diketahui 

bahwa responden golongan 2 dan golongan 3 masing-masing 
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sebanyak 12 orang (33,33 %) menyatakan puas dengan hasil 

penilaian yang dilakukan atasan.  

b. Menurut karakteristik masa kerja (tabel 4.6.2) dapat diketahui 

bahwa responden bermasa kerja 0 s/d 10 tahun sebanyak 16 

orang (44,44 %) menyatakan puas dengan hasil penilaian yang 

dilakukan atasan.  

c. Atas dasar karakteristik masa kerja (tabel 4.6.3) dapat diketahui 

bahwa responden berpendidikan  sarjana sebanyak 11 orang 

(30,56 %) menyatakan puas dengan hasil penilaian yang 

dilakukan atasan. 

3.) Hasil analisis responden berdasar pertanyaan apakah responden 

membaca ketentuan tentang pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS 

(sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011) adalah seperti tabel dibawah ini 

f % f % f %

Sangat sering 3 8,33 1 2,78 4 11,11

Sering 12 33,33 15 41,67 27 75,00

Cukup sering 0 0,00 4 11,11 4 11,11

Jarang 0 0,00 1 2,78 1 2,78

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 15 41,67 21 58,33 36 100,00

Total

Tabel 4.7.1

Menurut Karakteristik Golongan

Kategori
Golongan 2 Golongan 3

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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f % f % f % f % f %

Sangat sering 0 0,00 0 0,00 1 2,78 2 5,56 3 8,33

Sering 16 44,44 0 0,00 3 8,33 9 25,00 28 77,78

Cukup sering 1 2,78 1 2,78 0 0,00 2 5,56 4 11,11

Jarang 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,78 1 2,78

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 17 47,22 1 2,78 4 11,11 14 38,89 36 100,00

Masa Kerja                                               

11 s/d 15 Th
Total

Tabel 4.7.2

Menurut Karakteristik Masa Kerja

Masa Kerja                                               

16 s/d 20 Th

Masa Kerja                                               

> 21 ThKategori

Masa Kerja                                               

0 s/d 10 Th

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

f % f % f % f % f % f %

Sangat sering 1 2,78 2 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33

Sering 1 2,78 14 38,89 1 2,78 11 30,56 1 2,78 28 77,78

Cukup sering 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33 1 2,78 4 11,11

Jarang 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,78 0 0,00 1 2,78

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 2 5,56 16 44,44 1 2,78 15 41,67 2 5,56 36 100,00

Total

Tabel 4.7.3

Menurut Karakteristik Pendidikan

PASCA SARJANA
Kategori

SMP SMA DIPLOMA/D.3 SARJANA

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari tabel diatas diatas diketahui bahwa frekuensi responden 

membaca petunjuk teknis tentang penilaian prestasi kerja PNS adalah:  

a. Berdasar karakteristik golongan (tabel 4.7.1) dapat diketahui 

bahwa responden golongan 3 sebanyak 12 orang (15,00 %) 
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menyatakan sering membaca petunjuk teknis tentang penilaian 

prestasi kerja PNS.      

b. Menurut karakteristik masa kerja (tabel 4.7.2) dapat diketahui 

bahwa responden bermasa kerja 0 s/d 10 tahun sebanyak 16 

orang (44,44 %) menyatakan sering membaca petunjuk teknis 

tentang penilaian prestasi kerja PNS.  

c. Atas dasar karakteristik masa kerja (tabel 4.7.3) dapat diketahui 

bahwa responden berpendidikan  SMA sebanyak 14 orang (38,89 

%) menyatakan sering membaca petunjuk teknis tentang penilaian 

prestasi kerja PNS. 

4.) Hasil analisis responden berdasar pertanyaan apakah penilaian prestasi 

PNS (sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011) akan membantu karier 

responden dalam bekerja adalah seperti tabel dibawah ini 

f % f % f %

Sangat membantu 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Membantu 3 8,33 0 0,00 3 8,33

Cukup membantu 10 27,78 13 36,11 23 63,89

Kurang membantu 0 0,00 5 13,89 5 13,89

Tidak membantu 2 5,56 3 8,33 5 13,89

Jumlah 15 41,67 21 58,33 36 100,00

Total

Tabel 4.8.1

Menurut Karakteristik Golongan

Kategori
Golongan 2 Golongan 3

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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f % f % f % f % f %

Sangat membantu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Membantu 3 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8,33

Cukup membantu 13 36,11 0 0,00 3 8,33 7 19,44 23 63,89

Kurang membantu 1 2,78 1 2,78 0 0,00 3 8,33 5 13,89

Tidak membantu 0 0,00 0 0,00 1 2,78 4 11,11 5 13,89

Jumlah 17 47,22 1 2,78 4 11,11 14 38,89 36 100,00

Total

Tabel 4.8.2

Menurut Karakteristik Masa Kerja

Masa Kerja                                               

16 s/d 20 Th

Masa Kerja                                               

> 21 ThKategori

Masa Kerja                                               

0 s/d 10 Th

Masa Kerja                                               

11 s/d 15 Th

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

f % f % f % f % f % f %

Sangat membantu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Membantu 0 0,00 2 5,56 0 0,00 1 2,78 0 0,00 3 8,33

Cukup membantu 0 0,00 12 33,33 1 2,78 10 27,78 1 2,78 24 66,67

Kurang membantu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 11,11 0 0,00 4 11,11

Tidak membantu 2 5,56 2 5,56 0 0,00 0 0,00 1 2,78 5 13,89

Jumlah 2 5,56 16 44,44 1 2,78 15 41,67 2 5,56 36 100,00

PASCA SARJANA
Kategori

SMP SMA DIPLOMA/D.3 SARJANA Total

Tabel 4.8.3

Menurut Karakteristik Pendidikan

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari tabel diatas diatas diketahui frekuensi responden tentang  

penilaian prestasi kerja PNS akan membantu karir dalam bekerja 

adalah:  

a. Berdasar karakteristik golongan (tabel 4.8.1) dapat diketahui 

bahwa responden golongan 3 sebanyak 13 orang (36,11 %) 
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menyatakan penilaian prestasi kerja PNS cukup membantu karir 

dalam bekerja. 

b. Menurut karakteristik masa kerja (tabel 4.8.2) dapat diketahui 

bahwa responden bermasa kerja 0 s/d 10 tahun sebanyak 16 

orang (44,44 %) menyatakan penilaian prestasi kerja PNS cukup 

membantu karir dalam bekerja. 

c. Atas dasar karakteristik masa kerja (tabel 4.8.3) dapat diketahui 

bahwa responden berpendidikan  SMA sebanyak 12 orang (33,33 

%) menyatakan penilaian prestasi kerja PNS cukup membantu 

karir dalam bekerja. 

5.) Hasil analisis responden berdasar pertanyaan responden pernah 

membaca petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

PNS sesuai (PP No. 46 ahun 2011 dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013) 

adalah seperti tabel dibawah ini 

f % f % f %

Sangat sering 3 8,33 1 2,78 4 11,11

Sering 12 33,33 14 38,89 26 72,22

Cukup sering 0 0,00 2 5,56 2 5,56

Jarang 0 0,00 4 11,11 4 11,11

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 15 41,67 21 58,33 36 100,00

Total

Tabel 4.9.1

Menurut Karakteristik Golongan

Kategori
Golongan 2 Golongan 3

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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f % f % f % f % f %

Sangat sering 1 2,78 0 0,00 1 2,78 2 5,56 4 11,11

Sering 15 41,67 0 0,00 2 5,56 9 25,00 26 72,22

Cukup sering 1 2,78 0 0,00 1 2,78 0 0,00 2 5,56

Jarang 0 0,00 1 2,78 3 8,33 0 0,00 4 11,11

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 17 47,22 1 2,78 7 19,44 11 30,56 36 100,00

Masa Kerja                                               

11 s/d 15 Th
Total

Tabel 4.9.2

Menurut Karakteristik Masa Kerja

Masa Kerja                                               

16 s/d 20 Th

Masa Kerja                                               

> 21 ThKategori

Masa Kerja                                               

0 s/d 10 Th

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

f % f % f % f % f % f %

Sangat sering 2 5,56 1 2,78 0 0,00 1 2,78 0 0,00 4 11,11

Sering 0 0,00 15 41,67 1 2,78 9 25,00 1 2,78 26 72,22

Cukup sering 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,78 1 2,78 2 5,56

Jarang 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 11,11 0 0,00 4 11,11

Tidak pernah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 2 5,56 16 44,44 1 2,78 15 41,67 2 5,56 36 100,00

Total

Tabel 4.9.3

Menurut Karakteristik Pendidikan

PASCA SARJANA
Kategori

SMP SMA DIPLOMA/D.3 SARJANA

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Dari tabel diatas diatas diketahui Frekuensi responden membaca 

petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS 

sesuai (PP No. 46 ahun 2011 dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013)  

adalah :                   
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a. Berdasar karakteristik golongan (tabel 4.9.1) dapat diketahui 

bahwa responden golongan 3 sebanyak 14 orang (38,89 %) 

menyatakan sering membaca petunjuk teknis tentang pelakanaan 

penilaian prestasi kerja PNS. 

b. Menurut karakteristik masa kerja (tabel 4.9.2) dapat diketahui 

bahwa responden bermasa kerja 0 s/d 10 tahun sebanyak 15 

orang (41,67 %) menyatakan sering membaca petunjuk teknis 

tentang pelakanaan penilaian prestasi kerja PNS. 

c. Atas dasar karakteristik masa kerja (tabel 4.9.3) dapat diketahui 

bahwa responden berpendidikan  SMA sebanyak 15 orang (41,67 

%) menyatakan sering membaca petunjuk teknis tentang 

pelakanaan penilaian prestasi kerja PNS . 
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Tabel 4.6 

Hasil Kuisioner untuk Atasan Langsung 

No Pertanyaan Jawaban f % 

1 Apakah dalam penyusunan 

sasaran kerja pegawai (SKP) 

bawahan anda sering 

berkomunikasi dengan 

saudara untuk mendapatkan 

persetujuan ? 

Sangat sering 

Sering 

Cukup sering 

Jarang 

Tidak pernah 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

2 Apakah anda puas dengan 

hasil penilaian saudara 

terhadap prestasi kerja 

bawahan (sesuai PP No. 46 

Tahun 2011) 

Sangat puas 

Puas 

Cukup puas 

Tidak puas 

Sangat tdk puas 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

3 Apakah anda membaca 

petunjuk teknis tentang 

penilaian prestasi kerja PNS 

Sangat sering 

Sering 

Cukup sering 

0 

1 

3 

0 

25 

75 
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berdasar PP No. 46 Tahun 

2011 dan Perka BKN No. 1 

tahun 2013 ? 

Jarang 

Tidak pernah 

0 

0 

0 

0 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

Jwb f % 

4 Menurut pendapat saudara 

apakah hasil penilaian 

prestasi kerja bawahan 

bermanfaat bagi karirnya ? 

Sangat membantu 

Membantu 

Cukup membantu 

Kurang membantu 

Tidak membantu 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

5 Apakah bawahan anda puas 

dengan hasil penilaian 

prestasi kerja yang anda 

berikan ? 

Sangat puas 

Puas 

Cukup puas 

Tidak puas 

Sangat tdk puas 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

 

Berdasarkan tabel 4.6 item pertanyaan nomor 1 diatas dapat 

diketahui bahwa 4 orang atasan/responden (100,00 %) menyatakan 

bahwa bawahan cukup sering berkomunikasi dengan atasan langsung 
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untuk menyusun SKP; item pertanyaan nomor 2 dapat diketahui bahwa 4 

orang/responden (100,00) menyatakan cukup puas dengan hasil 

penilaian prestasi kerja bawahan; item pertanyaan nomor 3 dapat 

diketahui bahwa 3 orang atasan/responden  (75,5 %) menyatakan bahwa 

cukup sering dan 1 orang atasan/responden  (25,00 %) membaca 

petunjuk teknis penilaian prestasi kerja PNS ; item pertanyaan nomor 4 

dapat diketahui bahwa 4 orang atasan/responden (100,00 %) menyatakan 

bahwa hasil penilaian prestasi kerja PNS membantu karir pegawai 

ditempat kerja; item pertanyaan nomor 5 dapat diketahui bahwa 4 orang 

orang atasan/responden (100,00 %) menyatakan puas dengan hasil 

penilaian yang dilakukan terhadap bawahan. 

 

4.3.3.2. Analisa Perbandingan Penilaian Kinerja Pegawai (PP No. 10 Tahun 1979) 

dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP No. 46 Tahun 2011) 

Tabel 4.10 

Perbandingan Hasil Penilaian menurut Karakteristik Golongan 

Tahun Gol 2 Gol 3 

2013 81,04 81,86 

2014 80,37 81,14 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 
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Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 8 

Berdasarkan tabel 4.10 dan grafik 8 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata hasil penilaian PNS golongan 2 pada tahun 2013 dan tahun 2014 lebih 

tinggi dibanding dengan PNS yang mempuyai golongan 3. 

 

Tabel 4.11 

Perbandingan Hasil Penilaian menurut Karakteristik Masa Kerja 

Tahun 0 s/d 10 th 11 s/d 15 th 16 s/d 20 th >21 th 

2013 81,16 82,25 81,36 81,88 

2014 80,56 81,72 80,49 81,12 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

PENILAIAN PNS BERDASAR GOLONGAN 

TAHUN 2013 TAHUN 2014
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Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 9 

Berdasarkan tabel 4.11 dan grafik 9 diatas dapat diketahui bahwa rata-

rata  nilai PNS pada tahun 2013 yang bermasa kerja 11 s/d 15 tahun memiliki 

penilaian tertinggi (82,25) dan pada tahun 2014  yang bermasa kerja 11 s/d 15 

tahun memiliki penilain tertinggi (81,72). 

Tabel 4.12 

Perbandingan Hasil Penilaian menurut Karakteristik Pendidikan 

TAHUN SMP SMA D3 SARJANA 

PASCA  

SARJANA 

2013 81,22 81,32 80,41 81,66 82,36 

PENILAIAN PNS BERDASAR MASA KERJA 

TAHUN 2013 TAHUN 2014
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2014 80,18 80,65 80,56 80,90 81,90 

 Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

 

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

Grafik 10 

Berdasarkan tabel 4.12 dan grafik 10 diatas dapat diketahui bahwa 

rata-rata nilai PNS pada tahun 2013 pegawai yang berpendidikan pasca 

sarjana memiliki nilai tertinggi (82,36) dan tahun 2014  pegawai yang 

berpendidikan pasca sarjana memiliki nilai tertinggi (81,90). 

 

 

 

PENILAIAN PNS BERDASAR PENDIDIKAN 

TAHUN 2013 TAHUN 2014
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4.3.3.3. Analisis Uji-t hasil penilaian kerja PNS Tahun 2013 dengan Tahun 2014 

 

Sumber : Hasil olahan data primer, 2014 

 

Setelah diperoleh hasil dari Uji-t sampel berpasangan, maka untuk 

melakukan pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan menggunakan 

prosedur uji selisih rata-rata yaitu : 
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1. Hipotesis : 

Ho = Nilai rata-rata penilaian prestasi pegawai yang baru (tahun          

2014) = penilaian kinerja pegawai pada tahun 2013 

Ha = Nilai rata-rata penilaian kinerja pegawai yang lama (tahun 2013) 

≥ penilaian kinerja pada tahun 2014 

2. Statistik uji = uji t 

3. α = 0.05 

4. Daerah kritis : Ho ditolak jika sign.< α 

5. Dari hasil pengolahan SPSS dipeoleh sign. = .000 

6. KarenaSign. < α (.000 < 0.05), maka Ho ditolak 

Kesimpulan : karena Ho ditolak maka rata-rata hasil penilaian kinerja pada 

tahun 2013 ≥  tahun 2014. Ternyata setelah diadakan penilaian kinerja 

dengan aturan yang baru (sesuai dengan PP No. 46 tahun 2014) terjadi 

penurunan nilai. 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Daftar Penilaian DP3 Tahun 2011 s/d 2013 

 Dari Grafik 1,2,3 dan 4 tentang Penilaian Kierja Pegawai (DP3) 

diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2011 nilai terendah penilaian 

DP3 adalah 77,57 sedangkan nilai tertinggi 83,00; Tahun 2012 nilai 

terendah dari penilaian DP3 adalah 77,71 sedangkan nilai tertinggi 

83,0 ; Tahun 2013 nilai terendah dari penilaian DP3 adalah 77,57 
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sedangkan nilai tertinggi 83,00. Dari pernyataan diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja PNS yang 

mendapatkan penilaian terendah meningkatan 0,14 dari  77,57 

menjadi 77,71 ; sedangkan poin tertinggi masih tetap sama               

yaitu 83,00. 

 Pada Tabel 4.4, Penilaian unsur kesetiaan (97,22 %) pada data 

penilaian DP3 dari 36 responden mempuyai angka tetap/tidak 

berubah selama 3 tahun berturut-turut, hal ini dapt disimpulkan 

bahwa penilai cenderung mematok kreteria “amat baik” dan tidak 

perlu diubah ubah karena nilai unsur kesetiaan PNS merupakan 

harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar, walaupun pada 

kenyataannya ada sebagian PNS lebih mengutamakan kepentingan 

pribadi daripada kepentingan organisasi, dengan mengorbankan 

tugas kedinasan demi kepentingan keluarga. 

 Rata-rata jumlah total penilaian DP3 masing-masing responden 

cenderung tetap, penilai cenderung memakai pola penilaian yang 

sama, tidak ada kenaikan yang radikal bahkan nyaris tidak ada 

penurunan nilai. 

 Perubahan nilai tiap unsur DP3 pertahun cenderung hanya naik       

1 poin, untuk 2 tahun terakhir cenderung tetap. 

 



90 
 

 

 

 

 

4.4.2. Implementasi PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

PNS di DPU Kabupaten Pati 

Hasil diskripsi terhadap variabel Penilaian Prestasi Kerja PNS  dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 Dalam penyusunan SKP bawahan dan atasan sering berkomunikasi 

hal ini tidak terjadi pada penilaian kinerja pegawai yang lama 

(DP3), dengan terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang intensif 

diaharapkan pegawai akan dapat menyelsaikan pekerjaan sesuai 

dengan target yang sudah ditetapkan.  

 Hasil penilaian prestasi kerja PNS yang dilakukan oleh atasan 

sampai saat ini bawahan merasa tidak puas dengan hasil penilaian 

yang diberikan atasan hal ini terjadi dikarenakan SKP baru berjalan 

50 % sehingga hasil atau nilai yang keluar tidak maksimal.  

 Penilaian prestasi kerja PNS cukup membantu karir pegawai 

ditempat kerja hal ini muncul karena mereka optimis bahwa dengan 

aturan dan penilaian kerja yang baru akan membawa perubahan. 

Dengan hasil penilaian yang objektif mereka yang berprestasi akan 
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mendapatkan promosi dan penghargaan yang setimpal atas prestasi 

yang mereka hasilkan. 

 Kelemahan penilaian kinerja menurut responden pertama adalah 

masih terjadinya hallo effec artinya pegawai yang disukai oleh 

penilai cenderung mendapat nilai yang lebih baik, seseorang yang 

tidak disukai akan mendapat nilai negatif pada aspek kepribadian. 

Kedua, faktor toleransi yang diberikan oleh atasan sedikit berlebih 

penilai cenderung memberikan nilai rata-rata tinggi padahal pada 

saat penelitian (bulan Juni) target kinerja pegawai masih sekitar    

60 %. Ketiga, SKP yang disusun oleh pegawai cenderung disusun 

dengan target yang rendah sehingga pada penghitungan akhir (akhir 

tahun) capaian tingkat kinerjanya tinggi. 

 Berdasarkan jawaban responden penilaian kenerja yang baik adalah 

penilaian yang objektif (21 orang atau 58,33 %), bersifat terbuka 

(12 orang atau 33,33 %) dan mempunyai ukuran yang jelas (3 orang 

atau 8,34  %). 

 Jawaban responden tentang apa yang mereka harapkan bila menjadi 

pegawai berprestasi adalah sebanyak 26 orang (72,22 %) 

mengharapkan kompensasi sebagai reward atas prestasi kerja yang 

mereka lakukan sedangkan sisanya (10 orang) memilih untuk 

mendapatkan jejang   karir (22,78 %) 
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 Pendapat dari responden mengenai mana yang lebih baik penilaian 

kinerja meurut PP No. 10 Tahun 1979 atau Penilaian prestasi kerja 

menurut PP No. 10 tahun 2011 adalah sebanyak 24 orang (66,67 %) 

responden berpendapat lebih bagus penilaian yang baru (PP No. 46 

Tahun 2011) dan sisanya sebanyak 12 orang (33,33 %) menyatakan 

lebih baik aturan yang lama. Hal ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa sebagian besar responden optimis bahwa dengan cara 

penilaian yang baru akan membawa perubahan kearah yang lebih 

baik.  

 Responden berpendapat bahwa pada PP No. 46 tahun 2011 masih 

ada kekurangan yaitu dalam penyusunan sasaran kerja pegawai 

(SKP) cenderung dibuat dengan target rendah hal ini terjadi karena 

mereka khawatir bila dibuat target yang tinggi dan tidak mampu 

diselesaikan sesuai yang direncanakan maka nilai yang mereka 

dapat akan minus (tidak sesuai target) , faktor toleransi pimpinan 

terhadap kinerja bawahan masih cukup tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada analisis data penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

5.1.1. Analisis pelaksanaan penilaian kinerja pegawai menurut PP No. 10 

Tahun 1979 adalah  

a. Penilai cenderung memberikan nilai tetap dan tidak berubah 

terutama pada unsur “kesetiaan”. Hal ini disebabkan usur kesetiaan 

PNS adalah harga mati dan tidak dapat ditawar – tawar walaupun 

pada kenyataannya ada sebagian PNS yang mengutamakan 

kepentingan pribadi dari pada kepentingan organisasi.  

b. Rata-rata hasil penilaian cenderung tetap, tidak ada kenaikan yang 

radikal bahkan nyaris tidak ada penurunan.  

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penilai (atasan 

langsung) dalam memberikan penilaian tidak signifikan dalam 
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memberikan perbedaan. Penilaian pada moral dan etika cenderung 

diabaikan atau tidak berubah tiap tahunnya. Kencenderungan penilaian 

pada perilaku kerja tidak signifikan karena tidak ada loncatan prestasi 

kerja bawahan. Pada tiap poin penilaian unsur-unsur DP-3 penilai 

(atasan langsung) cenderung menghindari nilai amat baik atau kurang, 

apabila untuk promosi dinilai tinggi, apabila tidak cenderung dinilai 

sedang. 

5.1.2. Analisis penilaian prestasi kerja pegawai menurut PP No. 46 Tahun 

2011 adalah 

a. Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan sudah 

berkomunikasi dengan atasan langsung yang kemudian ditetapkan 

sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP 

tersebut dipakai sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja.  

b. Hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung bisa diterima 

oleh bawahan, karena penilaian lebih objektif karena ada target 

pekerjaan (kinerja standar/harapan) dan waktu penyelesaian 

pekerjaan hingga memudahkan penilai (atasan langsung) dalam 

memberikan penilaian. 

c. Responden berkeyakinan bahwa dengan dilaksanakannya penilaian 

prestasi kerja menurut PP No. 46 Tahun 2011 akan membantu karir 

pegawai dalam bekerja. Dalam sistem penilaian baru ini 
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dimungkinkan terjadi loncatan nilai pegawai karena sisitem 

penilaian yang terukur yaitu bobot penilaian dari unsur SKP (60 %) 

dan unsur perilaku kerja sebesar (40 %). 

d. Dari hasil penilaian sampai dengan bulan Juni 2014 terjadi 

penurunan nilai, hal ini terjadi karena pelaksanaan pekerjaan baru 

50 % dan setelah dilakukan evaluasi diwaktu yang tersisa (juli s/d 

desember 2014) sangat mungkin terjadi perubahan hasil penilaian. 

Hal ini terjadi karena sisitem penilaian yang objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif dan transparan.  

Secara umum Perbedaan Penilaian Kinerja Pegawai menurut PP No. 10 Tahun 

dibandingkan dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS menurut PP No. 46 tahun 

2011 sebagai berikut 

No PP No. 10 Tahun 1979 PP No. 46 Tahun 2011 

1 Penilaian DP-3 PNS lebih 

berorientasi pada penilaian 

kepribadian (personality) terfokus 

pada pembentukan karakter individu 

belum terfokus kinerja, peningkatan 

hasil dan produktivitas 

Penilaian secara umum diarah- 

kan sesuai dengan tuntutan 

kualitas dalam pembinaan SDM-

PNS untuk membangun dan 

mendayagunakan perilaku kerja 

produktif 
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2 Proses penilaian bersifat rahasia, 

sehingga kurang memiliki nilai 

edukatif, karena hasil penilaian tidak 

bisa dikomunikasikan secara terbuka 

 

Penilaian prestasi kerja bersifat 

obyektif, terukur, akuntabel, 

partisipatif dan transparan  

 

 

 

No PP No. 10 Tahun 1979 PP No. 46 Tahun 2011 

3 Pengukuran dan penilaian prestasi 

kerja tidak didasarkan pada target / 

goal (kinerja standar/harapan) 

sehingga penilaian cenderung bias 

Penilaian prestasi kerja PNS 

menggabungkan antara penilaian 

sasaran kerja pegawai negeri 

sipil dengan penilaian perilaku 

kerja 

4 Atasan langsung sebagai pejabat 

penilai, hanya sekedar menilai belum 

memberikan klarifikasi penilaian dan 

tindak lanjut penilaian 

Atasan langsung sebagai pejabat 

penilai secara berkala melaku-

kan evaluasi kinerja bawahan 

dan memberikan klarifikasi hasil 

penilaian kepada bawahan 
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5 Atasan pejabat penilai hanya sebagai 

legalitas hasil penilaian belum 

berfungsi sebagai motivator dan 

evaluator 

Atasan berfungsi sebagai 

motivator dan evaluator agar 

bawahan dapat bekerja sesuai 

dengan target/sasaran kinerja  

 

 

 

 

 

5.2. Saran 

Penulis optimis bahwa dengan penilaian kerja yang baru (sesuai PP 

Nomor 46 Tahun 2011) akan menjadi landasan bagi pengembangan karir PNS 

dimasa depan. Hal ini bisa terlaksana jika nilai-nilai yang terkandung dalam 

butir-butir penilaian difahami dan dilaksanakan dengan baik. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan 

kebijakan ini dengan sunguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. 
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